BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan lingkungan hidup di wilayah Kabupaten Toraja Utara masih
belum berjalan dengan baik, hal ini dikarenakan masih sering adanya Kegiatan
pertambangan batu gunung di wilayah Kabupaten Toraja Utara masih sering di
lakukan di beberapa titik, sehingga sering terjadi pencemaran lingkungan, hal ini di
sebabkan karena kurangnya perhatian pemerintah daerah terhadap keseriusan
kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan batu gunung tersebut.
Masyrakat lokal juga terlibat dalam hal ini yang sering mengabaikan himbauan dari
pemerintah daerah tentang bahaya kegiatan pertambangan terhadap pencemaran
lingkungan hidup.

Hingga sampai saat ini belum terdapat aturan pemerintah daerah yang lebih
spesifik yang mengatur tentang pertambangan milik pribadi atau di lahan pribadi,
sehingga masyarakat yang melakukan penambangan dengan leluasa yang berdali
dengan kepentingan dalam membuka lahan dan menjadi sala satu sumber mata
pencarian masyarakat yang memeiliki tambang batu gunung tersebut. Sehingga
sampai saat ini upaya yang dapat di lakukan permerintah yaitu berupa teguran
secara langsung kepada pemilik tambang, dan pemberhentian sementara kegiatan

pertambangan apabilah tidak sesuai dengan prosedur yang telah di tetapkan.
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B. Saran

1.

Diharapkan agar pemerintah lebih serius dalam menanggulangi tambang
batu gunung di Toraja Utara dengan penegakan hukum yang lebih tegas.
Selain itu, pengawasan terhadap aktivitas tambang batu gunung yang
merusak lingkungan perlu ditingkatkan. Dinas Lingkungan Hidup Toraja
Utara dan kepolisian setempat juga diharapkan terus mengadakan sosialisasi
serta memberikan arahan mengenai prosedur untuk memperoleh izin usaha
pertambangan yang sah kepada para pelaku usaha tambang. Serta
memberikan pemahaman kepada masyrakat bagaimana menjaga
lingkungan yang baik agar tidak terjadi pencemaran lingkungan.
Diharapkan juga kepada masyarakat yang memeiliki tambang terkait
pentingnya menjaga lingkungan dengan baik.

Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Toraja Utara, diharapkan untuk
segera menyusun dan merumuskan Peraturan Daerah (Perda) yang khusus
mengatur tentang kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten Toraja
Utara. Hal ini penting agar pengaturan mengenai aktivitas penambangan
dapat lebih terstruktur dengan jelas, serta memberikan kewenangan bagi
dinas terkait untuk melakukan tindakan terhadap pelaku penambangan
ilegal. Dengan adanya Perda yang khusus mengatur, dinas yang berwenang
akan memiliki dasar hukum yang kuat dalam menindak pelaku

penambangan ilegal di Kabupaten Toraja Utara.
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